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ABSTRAK   : - Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan 

memenuhi hak penyandang disabilitas sebagai bagian dari hak asasi manusia yang 
tidak terpisahkan. Hal ini bertujuan mencegah penyandang disabilitas hidup dalam 
kondisi rentan, terbelakang, atau miskin akibat diskriminasi dan keterbatasan akses. 
Diperlukan aturan hukum untuk menjamin penghormatan, pelindungan, dan 
pemenuhan hak penyandang disabilitas di daerah melalui penetapan Peraturan 
Daerah. 
 

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 39 
Tahun 1999; UU No. 19 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU 
No. 8 Tahun 2016; PP No. 52 Tahun 2019; PP No. 70 Tahun 2019; PP No. 42 Tahun 
2020; PP No. 60 Tahun 2020; PP No. 75 Tahun 2020; PERPRES No. 67 Tahun 2020; 
PERMEN Sosial No. 8 Tahun 2012; PERMEN Perencanaan Pembangunan Nasional No. 
3 Tahun 2021; PERDA Kab. Pangandaran No. 5 Tahun 2018. 

 
- Peraturan Daerah ini mengatur penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak 

penyandang disabilitas melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi oleh 
Pemerintah Daerah. Diatur pula ragam disabilitas, hak-hak penyandang disabilitas, 
serta pelaksanaan di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, infrastruktur, 
dan pelayanan publik. Peraturan ini menetapkan peran pemerintah sebagai pemberi 
kerja, pengawas, dan penyedia layanan, serta kewajiban swasta dalam mendukung 
hak disabilitas. Masyarakat dilibatkan dalam pengawasan, dan sanksi administratif 
diatur bagi pihak yang tidak memenuhi kewajiban. Peraturan ini juga mencakup 
pemberian penghargaan kepada pihak yang berjasa dalam melindungi dan 
memenuhi hak penyandang disabilitas. 

 
CATATAN  : - Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) 

tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 3 Januari 

2024. 
- Jumlah penjelasan 8 halaman.  

 
  

 


